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Aspek Konstitusional

• Orientasi Hukum Agraria di Indonesia: ”Bumi dan air serta kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya.” sebagaimana disebutkan dalam 
konstitusi UUD 45. 

• Selanjutnya UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 
menyatakan, ”Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air 
dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.”



Kearifan Lokal dan 
Budaya Maritim

+100 Bahasa dan tradisi masyarakat pesisir

Kearifan lokal dalam pengelolaan pesisir dan 

laut yang masih diterapkan sampai saat ini

1. Panglima Laot

2. Awig-awig

3. Sasi

4. Egek

5. Sedekah Laut

6. Dan lainnya





Persiapan Membuka Egek/ Sasi



Upacara pembukaan
egek/ sasi di Kampung 
Malaumkarta, Sorong. 

Masyarakat

Masyarakat 
Adat 
Malaumkarta

Kepala Adat

Pemerintah
Daerah

Pemangku
Kepentingan



Hasil panen egek/ sasi yang dibuka setelah ditutup 6 tahun

Lobster, teripang, lola dan jenis ikan lainnya. 



Rehabilitasi Terumbu Karang



Konservasi Penyu





Makna Laut dan Pesisir
• Laut merupakan satu kesatuan lanskap atau suatu bentuk 

kewilayahan.
• Laut sebagai ruang hidup. 
• Laut sebagai aset alam yang harus dijaga dan dilestarikan. 

Dipandang bagian dari anugerah  YMK.



Kebijakan terkait Kemudahan Berusaha dan Perizinan 
Berusaha dengan Pemanfaatan Ruang Laut 

● UU Cipta Kerja 
● Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak 

Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. 
● Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 
● Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian 

Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas 
Tanah. 



Langkah selanjutnya:
• Terhadap hak-hak masyarakat adat, masy tradisional, nelayan kecil

yang berdiam di  pesisir harus ada pengakuan dari negara. Perlu
penetapan teritori wilayah tangkap Nelayan Kecil.  

• Pengaturan perikanan skala kecil, berupa pemberian akses kepada
nelayan kecil untuk mengelola perikanan sesuai Tujuan SDG 14



Pemberian hak sesuai amanat UUD 1945.  

● Pasal 33 ayat (3) → penguasaan sumber daya adalah ‘untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat’;

● Pasal 28 H ayat (1) → hak setiap warga negara untuk memperoleh hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup, baik dan sehat; 

● Pasal 28 H ayat (2) → hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan 
khusus atas kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan;

● Pasal 28 H ayat (3) → hak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.



Penguatan Best Practices pengelolaan
Pesisir dan Pulau-Pulau kecil

berbasis komunitas



THANK YOU


